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ABSTRAK

Tesis berjudul “Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV
(Commandataire Venootschaap) Melalui Pengadilan Negeri dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”’, mengkaji permasalahn yaitu
pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan setelah adanya Sistem
Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018, akibat
hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV dan
tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian,
penyesuaian, serta pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-
undang jabatan notaris dan kitab undang-undang hukum dagang.
Landasan teori yang di pakai dalam penelitian adalah teori keadilan, teori
kepastian hukum dan teori kewenangan jabatan. Jenis penelitian Tesis ini
adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan
perUndang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Bahan penelitian penelitian dalam Tesis ini terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang di olah
secara analisis sistematis. Analisis bahan penelitian menggunakan
penafsiran hukum. Dari hasil penelitian di dapat kesimpulan: setelah
berlakunya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia nomor 17 tahun 2018 Akta pendirian CV didaftarkan melalui
Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Akibat hukum yang timbul dari
peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 17 tahun 2018 adalah terjadi penyesuaian peraturan dan
pelimpahan wewenang dari Pengadilan Negeri kepada Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: CV / (Commandataire Venootschaap), Pencatatan Pendaftaran,
Pengadilan Negeri, Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU),



ABSTRACT

The thesis entitled "Comparison of Registration of CV (Commandataire
Venootschaasp) Deed of Establishment through the District Court and the
Ministry of Law and Human Rights System" studied the problems of
registering a CV deed before and after the existence of Business Entity
Administration System (SABU) based on the Regulation of the Minister of
Law and Human Rights of Republic of Indonesia Number 17 of 2018, the
consequence of the law arising from the Regulation related to the
establishment of CV and notary legal responsibility in making the deed of
establishment, adjustment, and arrangement of CV registration based on
the notarial law and books of commercial law. The theoretical basis used
in this study was a justice theory, a legal certainty theory, and office
authority theory. The study type was normative legal research using a
statutory approach by examining the literature or secondary data. The
study items consisted of primary legal materials, secondary legal
materials, and tertiary legal materials which were analyzed systematically.
The analysis of the study materials used legal interpretation. The
conclusions obtained from the study were that after the enactment of the
regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia Number 17 of 2018, and the deed of establishment of the CV was
registered through the Business Entity Administration System (SABU). The
legal consequence arising from the regulation of the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 was the
adjustment of regulations and delegation of authority from the District
Court to the Ministry of Justice and Human Rights.

Keywords: Business Entity, Administration System (SABU), CV/
(Commandataire Venootschaap), District Court, Registration
Record.



DAFTAR ISI

HalAmMan JUAULL..........ooeece ettt sre e i
Halaman PeNgESANAN .........c.eoiiiiiie ettt i
Halaman Pernyataan OriSiNal TESIS .....c.cccviiieiiiieiiere e eie e ee e sae e ii
Halaman Kata PENQANTAr...........cccooiiiiiiiie et \Y
Halaman Ucapan Terimakasin...........ccccoviiiieieie e v
Halaman Motto dan Persembahan ... vii
HAIAMAN ADSLIAK........ciiiieiiccicce et a et raesr e nre e viii
Halaman ADSEFACT...........ciiiiiece e s et e e ae e s aae e reesnre e IX
Halaman Daftar ISi.........ccooieiioie et X
Halaman Daftar ambar ..o Xii
Halaman Daftar tabel ............coooiiii i Xiii

BAB | PENDAHULUAN

Latar DEIAKANG. ..ot 1
RUMUSAN MaSAIAN..........ceiieieiece e 5
TUJUAN PENEIITIAN ... s 6
Manfaat PENEIITIAN ..........cccvoiieeic e 6
1. MaNTaat TEONITIS ....ecveeiiiiiie et nree s 6
2. MaNTaAt PrakLiS .......ccvciiiieiicic e 7
KEIANGKA TROIT ...ttt bbbt 7
1. (€] - 1 To I I 0 =To] oV SRS 8
2. Middle RaNged THEOTY .......ocviiiiiiiee s 10
3. APPHIED TREOIY ... e 15
MEtOdE PENEIITIAN .....c..eiiiiecciic e re e s e e sreesnaeenreen 19
1. JeNiS PeNEIIIAN......ccviiiieie e 19
2. Pendekatan Penelitian ..........ccceovviiie e 19
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian ...........ccccoceiiiiiiiiccc e, 21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian ..., 22
5. Teknik Pengolahan Penelitian............cccocoveiieiiiciie e 23
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian ............cccooveveiieiieincic e 23
7. Teknik Penarikan KeSiImpulan ..........cccooveiiiiiiiie e 24
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Persekutuan Komanditer/ CV .......c.cccccccevvevvenenne. 25
1. Pengertian Persekutuan Komanditer /CV .........ccccooviiiiienencnenineceee, 25
B. Pendirian Persekutuan Komanditer / CV .......cccccceiiiieiieieece e 36
C. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer/CV Melalui
Pengadilan NEGEIT ........ciiiiieie e 48

Xi



D. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer/CV  melalui
Kementerian Hukum dan Hak ASasi ManUSIa...........eeeeeeeeeueeeenenens 55

BAB I11. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan sesudah adanya SABU
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia NOMOr 17 tahun 2018.........cui i e 59
1.Pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV) sebelum SABU ....... 59
2.Pendaftaran atas akta pendirian persekutuan perdata (CV) setelah adanya
sistem SABU berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018..........cccooiiiiiiiiieiece e 65
3.Proses pendaftaran akta setelah adanya peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekuuan

komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata............cccocvvvveiveienininns 67
B.  Akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV .........cccocevvvvvnennnen 80

C.  Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian, penyesuaian,
serta pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-undang jabatan notaris

dan kitab undang-undang hukum dagang...........c.cccceeveeiiiiiiiecse e 86

BAB IV. PENUTUP
A, KESIMPUIAN ...ttt be e s ebe et e s ebee e 100
B.  SAAN.. e ————————————— 101
DAFTAR PUSTAKA ettt et e e sbe e e e e e nnaee e e 102
LAMPIRAN it e e e et e e e e sb e e e s arae e e e e nnreaeeenees 106

xii



Gambar |

Gambar 11
Gambar III
Bagan |
Bagan Il

DAFTAR GAMBAR

Contoh nomor register dan stampel Pengadilan Negeri..................... 62
Contoh full nomer register dan stampel dari Pengadilan Negeri........... 62
Contoh surat keterangan terdaftar CV..................ci 72
Pendaftaran akta pendirian CV sebelum adanya sistem SABU............... 64

Alur Pendaftaran CV Setelah Adanya Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

Xiii



DAFTAR TABEL

Tabel I Perbedaan sebelum dan setelah adanya peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 .......cocovvveviee e 19

Xiv



BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bagi siapapun yang ingin mendirikan perusahaan, Akta adalah
langkah awal untuk proses legalitas. Badan Usaha apapun membutuhkan
Akta untuk mengesahkan badan yang ingin mereka dirikan. Akta
Perusahaan dan Pengesahannya adalah persyaratan dasar vyang
dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen seperti NPWP
atau SKDP. Terlepas dari hal di atas, beberapa hal yang mungkin dapat
menjadi perhatian bersama terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata yang
selanjutnya disebut Permenkumham No 17 2018 yaitu terdapat pada Pasal
5 ayat (1) Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur bahwa seorang
pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan
CV, Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut secara bersama
Persekutuan) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 5
ayat (2) Permenkumham No 17 Tahun 2018 kemudian mengatur beberapa
persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan “belum

dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam

1



Sistem Administrasi Badan Usaha”. Lebih lanjut, Pasal 8 Permenkumham
No 17 Tahun 2018 mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-
syarat nama Persekutuan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 yakni,
“Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata
tersebut secara elektronik”. Artinya, apabila ada pemohon yang
mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah di pakai secara
sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum
pengajuan nama tersebut dapat di tolak oleh Menteri. Banyak keuntungan
menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badan usaha. Salah satu
bentuk badan usaha yang dapat dilipih adalah Comanditaire Venootschap
(Selanjutnya disebut CV). Perusahaan persekutuan dapat menjalankan
usahanya di bidang perekonomian, misalnya perindustrian, perdagangan
dan perjasaan. Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa
Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap
yang sering di singkat CV'. Persekutuan Komanditer (Commanditaire
Venootschaap) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih
sekutu komanditer (pasif) dengan satu atau lebih sekutu komplementer
(aktif), Pengaturan CV pada umumnya diatur pada Kitab Undang- Undang

Hukum Dagang (KUHD) dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23

! Rudhi Prasetya, Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer ,Citra Aditya Bakti, 2002.
2



KUHDagang. Tetapi, pengaturan dengan pola pemberian pinjaman uang
dalam bentuk saham ataukah bentuk yang lain dalam suatu CV, belum
diatur secara spesifik.

Sebelumnya pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Disebabkan karena aturan
dalam KUHD ini dinilai kurang bisa menfasilitasi kebutuhan pada saat ini,
maka kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik yang kemudian diperjelas lagi dengan Permenkumham Nomor
17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan
Firma dan Persekutuan Perdata. Indonesia tidak merupakan negara yang
paling mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk berperan
aktif di bidang bisnis.

Apabila sebelumnya pendaftaran CV / Firma / Persekutuan Perdata
dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai
berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata,
yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum

Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata



online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah
berlangsung hingga saat ini.

Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui
SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang
belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran
tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV
/ Firma / Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya
Permenkumham No 17 Tahun 2018. Semua CV / Firma / Persekutuan
Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya
melalui SABU (pencatatan pendaftaran). Tenggang waktu yang diberikan
adalah selama 1 tahun, hanya saja memang tak ada sanksi bagi
Firma/CV/Persekutuan Perdata yang tak mendaftar atau terlambat
mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang
bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas
CV/Firma/Persekutuan Perdata itu sendiri. Efeknya kalau mereka tak
mendaftarkan, nama CV atau Firma bisa dipakai oleh orang lain, sehingga
CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.? Aturan
penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat

Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran
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perusahaan, khususnya CV Dbertujuan untuk memberikan Aturan
penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat
Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran
perusahaan, khususnya CV bertujuan untuk memberikan kemudahan.
Sebelumnya pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD, akan tetapi
kemudian dirubah dengan menggunakan Permenkumham. Perubahan
KUHD dengan Permenkumham ini dinilai oleh penulis tidak tepat, karena
kedudukan KUHD sebagai undang-undang tidak bisa dihapus oleh
Permenkumham yang secara hierarki kedudukannya di bawah undang-
undang. Dari berbagai uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk
meneliti lebih dalam tentang pendirian CV di Indonesia dengan
mengambil judul “Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV
(Commanditaire Venootschaap) Melalui Pengadilan Negeri dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan
setelah adanya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan
peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor 17 tahun 2018 ?



2. Apakah akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 terkait
dengan pendirian CV ?

3. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta
pendirian, penyesuaian, serta pengurusan pendaftaran CV
berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kitab undang-
undang hukum dagang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah

1. Menjelaskan pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan
setelah adanya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan
peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 17 tahun 2018

2. Mengevakuasi dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari
peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV

3. Menganalisis, mengevakuasi dan menemukan tanggung jawab
hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian, penyesuaian , serta
pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-undang jabatan

notaris dan kitab undang-undang hukum dagang



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan ini diharapkan dapat
digunakan Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum
kenotariatan yaitu mengenai Perbandingan pendaftaran atas akta
pendirian CV (Commanditaire Venootschaap) Melalui Pengadilan
Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .Selain itu,
manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah membantu
menambah data bagi proses belajar dan mengajar dalam materi
perkuliahan hukum perusahaan, serta membantu peneliti lain untuk

menambah referensi bagi mereka yang tertarik pada materi ini.

2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian hukum yang dilakukan ini diharapkan agar
hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi
pihak-pihak yang terkait seperti para pembaca secara umum, sekutu

dalam perseroan komanditer dan notaris mengenai Pendaftaran dan



pendirian CV serta tanggung jawab hukum notaris dalam pendaftaran

CV di dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir
pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi
bahan perbandingan dan pegangan teoritis.® Fungsi teori dalam penelitian
tesis adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta
menjelaskan gejala yang diamati.*
1. Grand Theory
Dalam hal ini , Grand Theory yang dipakai adalah Keadilan
Komutatif. Menurut Aristoteles, Menurut Aristoteles, Keadilan
komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa
membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan
peranan tukar menukar barang dan jasa.®
suatu keadilan mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

S M. Solly Lubis, Filsafat [lmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.
* Snelbecker dalam Lexy ]. Moelong, Metodologi Penelitan Kualitatif, Remaja
Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 35.
> Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia.
Bandung. Hal. 24
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keadilan”® Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles
membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional.
Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah
yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau
setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional
memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan
kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Menurut Gustav Radbruch bahwa sesuatu yang dibuat pasti
memiliki cita atau tujuan, sehingga hukum yang dibuat pun ada
tujuannya. Tujuan tersebut merupakan nilai yang ingin diwujudkan
manusia. Tujuan hukum yang utama harus memenuhi tiga hal pokok
yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: keadilan, kepastian
dan kemanfaatan. Keadilan tersebut berkaitan dengan keseimbangan,
kepastian berkaitan dengan ketepatan dan kemanfaatan berkaitan

dengan kebahagiaan.” Dari beberapa pandangan para pemikir/filosof

®Hal. 24 2L.J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam
Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

" Muhamad Erwin. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.. 2011. hilm 123.
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mengenai konsep keadilan, maka rumusan tentang keadilan terdapat
dua pendapat yang dasar yaitu sebagai berikut:
a) Pandangan kaum awami (pendapat awam), yang pada
dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan
keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan
pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil "neraca hukum*
yakni “takaran hak dan kewajiban.”
b) Pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka) yang
pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah
keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.
Dikarenakan terdapat perbedaan pandangan dari para
pemikir/filosof mengenai konsep keadilan, maka dapat
dikatakan bahwa kriteria keadilan sangat relatif, sehingga
keadilan tidak lain adalah keseimbangan dari nilai-nilai
antinomis yang ada.®
Baik pengadilan maupun Sistem Administrasi Bada Usaha (SABU)
memberikan keadilan bagi pelaku usaha, yaitu walaupun dengan
berlakunya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomer 17

tahun 2018, tidak serta merta menjadi tidak sah pendirian CV yang

® Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan. Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan
Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2007. him. 131.
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deregister cap pengadilan negeri , akan tetapi diberikan waktu bagi
pelaku usaha untuk mendaftarkan CV nya melalui Sistem Administrasi
Bada Usaha (SABU), Sehingga memberi keadilan bagi pelaku usaha dan
dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam pendirian CV yang
dibuat dihadapan Notaris, yaitu salah satunya adalah keadilan, bagi
para pihak, yaitu bagi para sekutu di dalam CV yaitu sekutu komanditer
maupun sekutu komplementer, serta akan timbul hubungan hukum pula
bagi pihak ketiga.
2. Mliddle Ranged Theory

Dalam Middle Ranged Theory , penulis memakai teori
Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti,
ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.
Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan
itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena
bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan
fungsinya.
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen,
dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
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deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu.® Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti
karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak
menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian
ila menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum
menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten
dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh
keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan
bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan
hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar

hukum yang buruk'®

® Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo,
Yogyakarta, 2010, him.59

10 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah
Hukum, Jakarta, 2009, HIm. 385.
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Perwujudan teori kepastian hukum berkaitan dengan
kewenangan dan kedudukan hukum notaris dalam melaksanakan tugas
dan jabatannya diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti
UUJN. Kewenangan dan kedudukan ini menyangkut tanggung jawab
notaris.

Menurut pendapat Hans Kelsen, hukum berada dalam dunia

sollen dan bukan dalam dunia sein. !

Aliran positivisme tersebut
apabila dikaitkan dengan kewenangan notaris atau notaris pengganti
dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka dapat diketahui bahwa
dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang notaris atau notaris
pengganti harus berdasarkan pada hukum yang tertulis. '2

Berdasarkan pandangan tersebut, teori yang relevan
dengan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum tersebut
menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten
dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh
keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum tidak

memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang

buruk, akan tetapi memberi sanksi kepada seseorang yang berbuat

! Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. . 2007. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: CV.
Mandar Maju. hlm 55.

2 1pid. him 60.
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berdasarkan atas sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya
perbuatan yang nyata atau konkrit.!* Menurut teori kepastian hukum
tersebut, segala aturan-aturan yang ada harus diterapkan sama kepada
siapapun juga tanpa memandang status sosial orang tersebut. Menurut
Abdullah Choliq, implementasi asas kepastian hukum menuntut
dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan
tindakan.

2. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan
pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam
kerangka konstitusi.

3. Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparsialitas,
adil dan manusiawl.

Perwujudan teori kepastian hukum berkaitan dengan kewenangan dan
kedudukan hukum notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya
diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti UUJN.

Kewenangan dan kedudukan ini menyangkut tanggung jawab notaris.
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Dikaitkan dalam penelitian ini, Kepastian hukum yang di
dapat oleh para pihak sangatlah penting sehingga menimbulkan
keserasian dan bagi notaris sebagai pejabat publik, tidak hanya
berkewajiban membuat akta otentik, namun juga memberikan
penyuluhan hokum bagi masyarakat yang minim akan pengetahuan
hokum. Sehingga menimbulkan kepastian hukum yang jelas untuk para
pihak yang menghadap kepada notaris , apalagi dengan seiring dengan
perkembangan zaman, peraturan yang semakin berubah,
pendirian,perubahan anggaran dasar, dan pembubar CV yang semula
kewenangan Pengadilan Negeri beralih menjadi kewenangan
Kemenkumham, pengurusan perizinan CV melalui OSS, maupun
kepemilikan Hak Guna Bangunan yang dapat dimiliki CV, maka Notaris
haruslah mengemban jabatannya sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Applied Theory

Dalam Applied Theory penulis memakai teori kewenangan
jabatan. Menurut teori kewenangan jabatan suatu jabatan dilekati
dengan tugas dan wewenang hukum. Dalam hal pendaftaran akta

pendirian commanditaire venootschaap / CV ini secara eksplisit di
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sebutkan pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi
Manusia No 17 Tahun 2018. Dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 6 Peraturan
Menteri Hukum dan Asasi Manusia No 17 Tahun 2018, maka diperlukan
teori kewenangan jabatan karena notaris sebagai pejabat umum yang
melaksanakan jabatannya dalam hal ini melakukan pembuatan akta
pendirian cv serta mendaftarkan pendirian cv berdasarkan kuasa dr
pemohon atau para sekutu cv melalui sistem administrasi badan usaha
(SABU)

Tugas adalah kewajiban yang harus dilakukan, sedangkan
wewenang hukum adalah pemangku jabatan untuk melakukan tindakan
yang dibenarkan oleh hukum. Jabatan tidak dapat berdiri sendiri.
Jabatan hanyalah fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui
perwakilan (vertegenwoordiging) yaitu pejabat (ambtsdrager).

Akta notaris dapat digolongkan sebagai akta otentik dikarenakan
telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam akta otentik
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 KUHPerdata yaitu:

a. akta yang dibuat dalam bentuk tertentu;

b. yang ditentukan undang-undang;

c. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang

untuk itu di tempat akta itu dibuat.
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Sebagai akta otentik, maka akta notaris dibuat tidak hanya
sekedar sebagai catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi akan
tetapi akta notaris berfungsi sebagai alat bukti sebagaimana yang
diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata. Dikaitkan dengan adanya Akta
Pendirian CV ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tidak
hanya bagi para sekutu tapi juga pihak ketiga. Dengan demikian, akta
notaris pula akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para
pihak dan pihak ketiga sebagai alat bukti yang kuat.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan
jabatan, baik oleh notaris ataupun notaris pengganti, maka dapat juga
dipergunakan teori kewenangan jabatan. Pejabat bertindak untuk dan
atas nama jabatan. '* Menurut Utrecht, karena diwakili pejabat maka
jabatan tersebut dapat berjalan. Pihak yang menjalankan tugas dan
kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Pandangan yang
dikemukakan Utrecht tersebut sejalan dengan pandangan dari P.
Nicolai yang menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada
organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan
pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang

ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para pejabat.

14 Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm 78.
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Pihak yang memiliki dan dilekati oleh wewenang adalah jabatan,
sedangkan pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang yang

diterima jabatan tersebut.'®

Dalam pandangan Logemann, suatu jabatan
dibebani dengan tugas dan berwenang untuk melakukan perbuatan
hukum. Tugas dan wewenang berjalan terus (tidak vakum), Notaris
adalah orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan sebagai notaris
sebagaimana telah diatur dalam UU]JN yang telah ditunjuk oleh lembaga
yang berwenang, baik oleh Menteri Hukum dan HAM untuk notaris atau
Majelis Pengawas notaris. '®

Kewenangan yang dijalankan dalam pemerintahan harus
dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi atau peraturan
perundang-undangan) artinya sumber dari wewenang bagi pemerintah
adalah peraturan perundang-undangan. Setiap pelaksanaan
kewenangan tersebut memiliki aturan yang membatasinya sehingga
tidak menyalahi kewenangan yang ada. Secara teoritis, kewenangan
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut

diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.!’

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat, H.D. van Wijk/ Willem

5 Ipid. him 79.
18 Ibid. him 103.
7 1pid.
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Konijnenbelt dalam bukunya yang berjudul Hoofdstukken van
Administratief Recht memberikan definisi sebagai berikut:
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Kewenangan yang diperoleh notaris dalam hal melaksanakan
tugas dan kewenangannya adalah melalui atribusi. Hal tersebut
dikarenakan dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris
menerima wewenang pemerintahan melalui produk legislatif berupa
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).'®
Terkait dengan perbandingan pendirian CV sendiri, sebelum
dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Perseketuan Perdata,
yang berwenang mengesahkan pendirian,perubahan, maupun

pembubaran CV adalah Pengadilan Negeri dan sejak dikeluarkannya

'8 pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang
mengatur mengenai adanya kesamaan kewenangan, kewajiban dan larangan yang
diberlakukan bagi notaris dan notaris pengganti.
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Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Pendaftaran dilakukan melalui
Sistem Administrasi Badan Usaha Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah secara normatif yakni
penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.'® Dari
sudut sifatnya, penelitian ini mempergunakan penelitian preskriptif
yaitu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum.?
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut, yaitu :
1. Pendekatan filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari

setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul-Press, 2008, hlm 52
20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.. hlm 22.
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2l Pendekatan filosofi dalam penelitian ini untuk meneelaah
keadilan dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi

manusia nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran CV

2. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk
menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan
dan atau doktrin-doktrin yang digunakan dalam penelitian ini
seperti konsep kepastian hukum, konsep pelayanan publik,
dan konsep keabsahan.

3. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan aturan yang
telah di tetapkan.

4. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang , peraturan dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isu hukum yang sedang ditangani khususnya dalam peraturan
menteri dan hak asasi manusia nomor 17 tahun 2018 .?2 Kajian

yang ditelaah adalah berupa norma-norma yang terdapat

21 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), hal. 1.
22 Tbid. hlm 93.
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dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu KUHD dan
Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun

2018.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka baik yang
bersifat pribadi maupun publik. Dari sudut kekuatan mengikatnya,
data sekunder di golongkan ke dalam: 2
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya
mengikat karena dikeluarkan oleh peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian
ini merupakan peraturan perundang-undangan seperti, Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 17 tahun 2018.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

23 Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm 52.
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Data sekunder berupa bahan hukum sekunder diperoleh dari
buku, artikel, laporan dan/atau berbagai karya tulis ilmiah
yang membahas mengenai permasalahan tersebut.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder.

Data sekunder berupa bahan hukum tertier diperoleh dari

kamus ataupun ensiklopedia.

4.Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Dikarenakan penelitian ini mempergunakan data sekunder,
maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, baik
bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (berbagai legislasi
dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang
diteliti) didapat dan dikumpulkan dari perpustakaan ataupun juga dari
Jurnal hukum yang terkait. Kemudian, selanjutnya bahan-bahan
tersebut dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan pada

penelitian.
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5.Teknik Pengolahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini
dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi
terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi adalah membuat
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan

* Sistematisasi dalam penelitian ini

pekerjaan analitis dan konstruksi.?
berupa sistematisasi eksternal yakni sistematisasi bahan penelitian
hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat
yang selalu berkembang dan ke dalam pandangan hidup yang dianut
masyarakat. Sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap

pengertian-pengertian yang ada dalam peraturan perundang-

undangan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Dalam penelitian ini, bahan penelitian yang diperoleh dianalisis
dengan mempergunakan penafsiran hukum (rechts interpretatie).
Penafsiran hukum yang dipergunakan berupa penafsiran teknologis

dan penafsiran fungsional. Penafsiran teleologis adalah penafsiran

24 Ibid. hlm 251.
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yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang, mengingat
kebutuhan masyarakat berubah-ubah menurut masa dan waktu
sedangkan bunyi undang-undang itu tetap. Sedangkan, penafsiran
fungsional yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri
sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan
mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu
peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat

memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik
kesimpulan dari data yang didapatkan dalam penelitian. Dalam
penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan yang dipergunakan
adalah secara deduktif. Metode deduktif dipergunakan dalam
menarik kesimpulan dari data sekunder yakni dengan mengaitkan
antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara

% Usmawadi, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Palembang: Bagian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,2007, hlm. 73.
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deduktif adalah konkretisasi yakni merumuskan hal-hal yang

bersifat umum menjadi hal-hal yang khusus sifatnya.?

%8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia,2006, hlm. 197.
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